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Petunjuk Penanganan PerkaragTindak Pidana Kehutanan

Sehubungan dengan banyaknya pembqritaan mengenai tindak pidana kehutanan.
khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat vang
berwenang (illegal logging). yang jelas-jelas sangat n‘jerugikan Negara baik dari sudut manfaat
ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya, Mahkamah Agung memandang
perlu untuk mengingatkan para Hakim di seluruh Indofpesia agar memperhatikan dengan sungguh-
sungguh : %

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama ketentuan dalam Pasal
50, Pasal 78 dan Pasal 38 ;

2. Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimaﬂa diatur dalam Undang-Undang tentang
Kehutanan. dimaksudkan akan menimbulkan efck jera bagi pelanggar hukum di bidang
kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim b]t:n_iaulhkal] pidana yang sctimpal dengan

berat dan sifat tindak pidana tersebut ;
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Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 'I‘alﬁm 1999 yang dengan tegas menentukan

bahwa “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk
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alat angkutnya yang dipergunakan untuk helakukan kejahatan dan atau pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diramﬁas untuk Negara”.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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